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ABSTRAK 
Sejak berdirinya bangsa ini mulai dari sistem kerajaan sampai dengan sistem republik sudah 
melekat padanya kehidupan yang beragam suku, budaya, ras, agama, bahkan warna kulit. 
Identitas itu kemudian mencari ciri khas bangsa Indonesia sampai hari ini yang tetap 
diperjuangkan sampai kapan pun dengan menjunjung nilai-nilai kebinekaan. Jika saat ini 
muncul virus-virus yang berpotensi mempermasalahkan keberagaman lalu berupaya 
merubahnya dengan sistem yang baru dengan mengultuskan satu golongan tertentu oleh 
sekelompok kecil orang, maka menjadi tugas besar bagi seluruh stakeholder untuk aktif 
menekan ekspansi tersebut dengan cara yang manusiawi dan beradab. Maka salah satu solusi 
yang paling ampuh untuk meredam problem itu adalah dengan menempatkan agenda dan 
aktivitas pendidikan yang baik dan bermutu sebagai salah satu prioritas utama dalam rangka 
menjaga kestabilan negara sekaligus menghantarkan bangsa pada masa depan yang 
bemartabat.    
 
Kata kunci: Kebinekaan, Pendidikan. 
 
ABSTRACT 
Since the founding of this nation from the royal system to the republican system, it has 
attached itself to the lives of diverse tribes, cultures, races, religions, and even skin colors. 
The identity is then looking for the characteristics of the Indonesian nation to this day which 
is still fought for at any time by upholding the values of diversity. If at this time emerging 
viruses that have the potential to question diversity and then try to change it with a new 
system by culturing a certain group by a small group of people, then it becomes a big task for 
all stakeholders to actively suppress the expansion in a humane and civilized way. So one of 
the most effective solutions to reduce the problem is to place the agenda and activities of 
good and quality education as one of the main priorities in order to maintain the stability of 
the country while delivering the nation in a dignified future. 
 
Keywords: diversity, education. 
 
A. POSISI AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 
Akhir-akhir ini kita sedang dihadapkan pada situasi yang semakin hari semakin panas 
di negeri tercinta republik Indonesia, dengan munculnya kelompok-kelompok yang secara 
nyata ingin membenturkan antara agama dengan negara yang seolahtidak memiliki kesamaan 
atau bertentangan dengan ideologi yang mereka pahami. Baginya realitas kehidupan yang 
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dijalani oleh masyarakat dominan Indonesia yang notabene beragama Islam keliru dan sangat 
tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang mana hal itu disebabkan 
karena ketidakjelasan negara dalam membuat aturan hukum yang menuntun sekaligus 
mengikat warganya untuk melaksanakan segala aktvitas horizontal dan terutama vertikal 
yang langsung berkaitan dengan aspek ketuhanan. 
Kenyataan itukemudian menjadi sebab dasar bagi kelompok yang menamakan diri 
sebagai pembela agama yang hanya berjumlah 19% menurut perhitunganEksekutif Parameter 
Politik Indonesia tahun 2019 berupaya untuk mengubah sistem negara dengan sitem agama 
yang disebut khilafah dengan alasan bahwa hukum agama jauh lebih penting dari hukum 
negara dan menjadi keharusan mutlak memformalkan nilai-nilai agama sebagai dasar 
ideologi bernegara. 
Ide besar itu sebenarnya sudah lama ada, akan tetapi keberanian untuk menaikkan ke 
permukaan belum ada. Kemudian tepat sejalan dengan runtuhya pemerintahan orde baru yang 
dipimpin Soeharto pada tahun 1998telah memberi jalan bagi munculnya berbagai gerakan 
Islam kontemporer yang menurut Hefner dapat memberikan ruang yang semakin terbuka 
untuk tumbuh dan suburnya berbagai gerakan keagamaan dengan identitas masing-masing, 
baik yang bersifat demokratis, progresif maupun konservatif.
1
 Dengan beragamnya ideologi 
pergerakan varian Islam tidak jarang salah satu dari semua gerakan itu yang dimunculkan 
adalah gambaran wajah seram Islam sebagai perlawanan pada kepentingan Barat yang 
dipakai di nusantara. Yang tak kalah menyeramkan juga adalah munculnya tindakan-tindakan 
anarkis bahkan teror oleh sekelompok kecil ini, sehingga tindakan tersebut terhendus oleh 
dunia luar dan menjadi pusat perhatian yang secara otomatis mencoreng wajah Islam 
Indonesia menjadi beringas.
2
 
Berbagai macam cara diupayakan guna menyuarakan ide yang diyakininya sangat 
cocok dengan iklim negara Indonesia sehingga dalam banyak kesempatan mereka melakukan 
pergerakan yang cukup masif sehingga ranah dakwah di tempat-tempat ibadah seperti masjid, 
musala, dan majelis taklim tidak lagi menjadi perioritas utama, namun telah mampu 
menembus payung politik dengan cara menjadikannya sebagai ladang untuk mempromosikan 
ide. Para politikus yang mempunyai haluan yang sama didekati dan dimanfaatkan guna 
menyerukan ide di ruang parlemen agar sistem birokrasi yang dicetuskan nantinya terselip ide 
                                                           
1
Robert W. Hefner, ed. Making Modern Muslims the Politics of Islamic Education in Southeast 
Asia, (Honolulu: University Of Hawai Press, 2009, h. 55-98. Lihat juga Robert W. Hefner, Public 
Islam and the Problem of Democratization”, (Sociology of Religion 2001: 62:4), h. 491-514. 
2
Din Wahid, Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia, (Studia Islamika Indonesian: Journal 
for Islamic Studies, Volume 21, Number 2, 2014),h. 377. 
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khilafah kalau pun tidak secara total.Fenomena ini bagi mereka dianggap sebagai bentuk 
gerakan kebangkitan Islam yang berkeinginan untuk mentransformasikan masyarakat ke 
dalam sebuah keadaan yang sesuai dengan cita-cita dan nilai Islam yang secara otomatis telah 
mendorong islamisitas pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manifes 
dari keprihatinan terhadap kesadaran beragama. 
Van Bruinessen mendefinisikan gerakan ini sebagai kelompok yang konservatif, yakni 
suatu aliran pemikiran yang berusaha mempertahankan tafsir dan sistem yang baku pada 
ajaran agama dan menolak pembaharuan dan penafsiran universal ajaran agama secara 
progresif pada semua wilayah. Aliran ini tetap bersikukuh berpegang pada teks bukan pada 
konteks, dan berusaha untuk merevitalisasi kejadian masa silam yang secara kondisi sangat 
berbeda dengan iklim saat ini. Contoh nyata adalah ketika mereka mendefiniskan Islam 
sebagai gagasan sebuah sistem politik dan berjuang mendirikan negara Islam. Sebab 
bercermin dari perjalanan kisah Rasulullah ketika menjadi pemimpin birokrasi terbilang 
sangat berhasil dalam menata kehidupan berbangsa, walau dalam keberagaman sekalipun. 
Oleh Gustave Le Bone seorang non muslimbahkan sampai menaruh rasa cinta atas 
kekagumannya pada sosok manusia bernama Muhammad el-Rasul yang tidak ada setara 
sampai saat ini berhasil mengadakan revolusi besar dalam tempo satu turunan kurang lebih 
23 tahun. 
Atas dasar itulah konsep yang dipakai oleh Nabi Muhammad dipandang sangat cocok 
untuk digalakkan kembali sebagai solusi atas problematika hidup yang tak terarah dan 
menentu.Namun apapun alasannya bagi Soekarno tidak ada dalam kamus kembali ke masa 
lampau, justru Islam harus mengejar ketertinggalan seribu tahun. Bila melihat lebih jauh 
tentang konsep kepemimpinan ala Nabi,sama sekali tidak menjadikan Makkah maupun 
Madinah sebagai negara Islam yang berlandaskan al-Qur’an secara literal.Hanya saja spirit 
kepemimpinan yang dibangun berdasarkan pada kalam Tuhan yang dirumuskan pada piagam 
Madinah yang disepakati bersama.Salah satu tindakan yang dilakukan dalam piagam 
madinah adalah menerapkan “mitsaq al-madinah” yakni menetapkan pengakuan terhadap 
semua penduduk.
3
 
Menteri Hukum dan HAM Mahfud. MD pun menantang siapa saja yang bisa 
memaparkan secara detail dan lugas konsep kepemimpinan Rasulullah yang berlandaskan 
khilafah maka dia sendiri orang yang pertama kali ikut mensosialisasikan itu.Akan tetapi ia 
                                                           
3
Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan 
Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 98-
130. 
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meyakini sampai kapanpun konsep khilafah itu tidak akan pernah ditemukan pada 
kepemimpinan Nabi, karena sejatinya Dia menerapkan sistem demokratis yang sangat 
plural.Di mana mengakui keragaman dan keberagamaan serta tidak pandang bulu dalam 
penegakan hukum,hatta anak kandungnya sendiri tidak memiliki keistimewaan di muka 
hukum, begitu pula dalam pemberian bantuan pada semua golongan manapun sebagai wujud 
dari keadilan sosial.
4
 Bukti konkretdari keluwesan kepemimpinan Nabi adalah kaum 
Yahudidan Nasrani bisa hidup berdampingan dengan ummat muslim, kaum Muhajirin dan 
Anshor bisa hidup damaidan akur dalam bersosial. Itulah mengapa Nabi tidak menyuarakan 
konsep “tauhid al-ummah” yang memberi isyarat penyatuan ummat dalam satu keyakinan, 
namunmenyuarakan konsep “ummatan wahidah” sebagai bentukpenghargaan padasetiap hak 
asasi manusia.
5
Dalam al-Qur’an sendiri pun tidak kurang dari sepuluh kali Allah 
menggunakan frasa “ummah wahidah” sebagai pengakuan terhadap multikulturalismeyang 
merupakan sebuah keniscayaan yang sengaja ditakdirkan, sekaligus sebagai pengingat bahwa 
Tuhan tidak menghendaki sikap diskriminatif atas alasan apapun.
6
 
Senada dengan ucapan Mahfud, Sri Yunanto menyatakan sekalipun Islam merupakan 
salah satu agama yang diyakini mempunyai hubungan yang paling dekat dengan politik dan 
kekuasaan, bahkan praktik-praktik kehidupan Nabi terlibat langsung dengan urusan politik 
kenegaraan hingga peperangan dan masalah ekonomi, namun dapat disimpulkan bahwa sama 
sekali Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan sistem yang spesifik tentang bentuk suatu 
sistem sosial kemasyarakatan termasuk negara.Karena dalam pandangan Islam, bentuk 
formal suatu negara bukan urusan ukhrawi,melainkan lebih kepada persoalan duniawi yang 
imanensial (ijtihadi).  
Ummat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi yang disesuaikan dengan 
perkembangan zaman dan konteks di mana mereka berada. Atas dasar itulah maka kita 
mengenal berbagai eksperimentasi sistem sosial politik dari masa sahabat dan terus berlanjut 
hingga hari ini seperti pada masaKhalifah Bani Abbasyiah dan Umayyah menggunakan 
bentuk Kekhalifahan, Syiah menggunakan bentuk Keimaman, Turki dan Moghul India 
menggunakan bentuk Kesultanan, Negara Timur Tengah menggunakan sistem Kerajaan, 
Republik Islam Pakistan dan Republik Islam Iran menggunakan sistem Kenegaraan Formal, 
                                                           
4
ILC: Menangis dan Tertawa Kabinet Jokowi Kabinet Indonesia Maju. Tegas Penjelasan 
Menko Polhukam Mahfud MD Soal 'Kafir' dan Sistem Khilafah | ILC (29/10/2019). 
5
Ali Masykur Musa, Membumikan Islam Nusantara; Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual, 
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 21. 
6
Abdul Mustaqim, Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an; Sebuah Transformasi Makna Jihad, 
(Jurnal Analisis Vol. XI No. 1, 2011), h. 5. 
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Turki menggunakan sistem Sekuler, dan Indonesia menggunakan bentuk pluralisme sebagai 
karakteristik identitas bangsa yang sepakat menjadi rumah yang ramah bagi agama-agama 
besar di dunia.
7
 
Berbagai praktik sistem kenegaraan yang dihasilkan dari ijtihad itu secara normatif 
universal memperjuangkan prinsip-prinsip moral ajaran Islam seperti salam, ‘adalah, 
kejujuran, amanah, dan musyawarah sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup, sejalan 
juga dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama lainyang terakomodir pada pancasila.
8
Jika 
dianalisis secara historis normatif, apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa tidak 
berbeda dengan yang dilakukan Nabi yakni merumuskan pancasila sebagaimana termaktub 
dalam pembukaan UUD NKRI 1945 sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama 
dan negara sehingga keduanya secara bersamaan dapat beriringan secara dinamis dialektis 
atau tipologi simbiotik.
9
 
Pada konteks Indonesia menurut Bruinessen setidaknya ada dua penjelasan mengapa 
kelompok ini muncul yakni pertama:
10
Hubungan antar demokrasi dan memudarnya pengaruh 
pandangan-pandangan keislaman yang liberal dan progresif.Artinya kebanyakan dari ummat 
Islam Indonesia kurang aktif dalam mengisi setiap ruang kosong yang ada untuk 
menkonstruksikan ide-ide Islam yang senyum dan ramah, lalu kesempatan itu digunakan oleh 
kelompok fundamentalis untuk mensyiarkan apa yang dikehendakinya. Ditambah dengan 
sikap ummat Islam mayoritas yang kurang agresifuntuk ikut terlibat dalam diskusi publik dan 
isu-isu kontemporer yang disebabkan olehkondisi yang terlalu nyaman dengan keadaan yang 
dianggap aman.Sehingga tidak menjadi perhatian serius pada berbagai sektor penting yang 
akhirnya tembok akademik puntanpa disadari sudah berhasil dirongrong oleh kaum 
esensialis-radikal.Ketika semua dimensi telah dikuasai oleh mereka yang minoritas, maka 
saat itulah kita yang mayoritas seakan kalah dengan pergerakan yang mereka 
lakukan.Padahal tanpa disadari,kelalaian kitalah yang membuat mereka mendapat tempat di 
masjid, musala, majelis taklim, dan sekolah. Lalu saat itu kita mulai ramai-ramai bersuara 
                                                           
7
Sri Yunanto, Islam Moderat Vs Islam Radikal; Dinamika Politik Islam Kontemporer, 
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), h. 35-38. 
8
Misalnya agama Kristen dalam al-Kitab SABDA mengandung motivasi agar senantiasa 
menebar kedamaian, bersikap baik dengan golongan manapun. Begitu juga pada agama Hindu yang 
termaktub dalam kitab Yajurveda selalu mengulang-ulang kata damai yang saling terkoneksi dengan 
langit, bumi, air dan apa saja yang ada dan tumbuh di dalamnya. Lihat Muhaimin (ed), Damai di 
Dunia, Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama, (Jakarta: DEPAG RI, 2004), 29. 
9
Moh. Dahlan, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 
Volume 14, Nomor 1, Juni 2014), h. 1. 
10
Martin Van Bruinessen, ed, Contemporary Developmet in Indonesia Islam, Explaining the 
Conservative Turn”, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013, pp. 240 + xxxiv). 
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lantang untuk melawan, akan tetapi hanya sebatas suara dan penuh retorika yang nihil 
aplikasi nyata.Maka jangan heran semua tempat itu kini bersarang paham esensialis Islam 
yang pada gilirannya menyebabkan dasar kebudayaan Islam moderat menjadi lemah bahkan 
punah. 
Kedua: Menguatnya pengaruh Timur Tengah yang dibawa oleh para alumnus 
perguruan tinggi terutama dari Saudi Arabia dengan berusaha menyebarkan corak 
pemahaman keislaman yang harfiah dan skriptualis pada masyarakat pribumi. Dengan 
suntikan dana yang memadai, para alumnus gencar mendakwahkan corak keislamannya 
dengan bebagai cara, seperti mengadakan pengajian di masjid-masjid, di kantor-kantor, 
menerbitkan buku, majalah, jurnal, mendirikan pesantren dan madrasah, serta membangun 
radio dan televisi dakwah. Usaha ini sejatinya sudah dimulai dua dekade terakhir abad yang 
lalu dengan menerjemahkan berbagai literatur agama maupun mentranslate ceramah-ceramah 
agama dan dibagikan secara percuma kepada individu maupun organisasikemasyarakatan, 
bahkan pada tataran lembaga pendidikan di Indonesia.  
Berbagai gerakan yang dilakukan secara jujur dikatakan bahwa dalam kadar tertetu 
sedikit tidaknya mengurangi otoritas keagamaan dan ormas-ormas Islam Indonesia seperti 
halnya NU dan Muhammadiyah. Bahkan gerakan transnasional yang dimainkan pun seolah 
menjadikan mereka mendapat suplemen untuk menyaingi ormas-ormas nasional yang sudah 
lama ada di bumi nusantara.Menurut Azra gerakan keagamaan transnasional semisal Salafi, 
Hizbut Tahrir Indonesia, Tarbiyah-Ikhwanul Muslim, Laskar Jihad, Fron Pembela Islam 
mendapat momentum.
11
Contoh kecil saja mereka tidak mau menerima fatwa-fatwa yang 
dihasilkan oleh ormas-ormasIslam nasional, dan sebagai gantinya mereka langsung 
menggunakan fatwa yang diberikan oleh guru-gurunya di Timur Tengah. Maka menjadi 
sebab dasar mengapa kelompok ini tidak sehaluan dengan apa yang dihasilkan oleh ormas 
nasional yang pada akhirnya terjadi pergesekan antar ormas dengan saling menuduh salah 
dan membenarkan diri yang berujung pada pelaporan di meja hukum.Bagi Meuleman,hal itu 
suatu yang pasti terjadi sebagai konsekuensi berada pada pengaruh negara lain yang mau 
tidak mau memiliki kepentingan lintas negara untuk menanamkan pengaruh 
                                                           
11
Azyumardi Azra, Distinguishing Indonesian Islam Some Lessons To Learn, dalam Jajat 
Burhanduddin and Kees Van Dijk (eds), Islam in Indonesia Contrasting Images and Intepretations, 
(Amsterdam: Icas/Amsterdam University Press, 2013), h. 72-73. 
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ideologisnya,serta turut berperan yang kecenderungan gerakan itu tidak ayal akan merambah 
pada kultur akademik dan birokrasi di Indonesia.
12
 
Tentu apa yang dilakukan oleh sebagian kecil kelompok itu lambat laun akan 
memburamkan identitas Indonesia sebagai negara majemuk yang didalamnya terdapat multi 
agama, multi etnis, dan multi kultur yang berakibat pada munculnya potensi konflik antar 
anak bangsa dengan menonjolkan masing-masing ego dan kebenaran mutlak pada identitas 
pribadi maupun kelompoknya. Tidak mustahil jika dibiarkan dengan bebas tanpa 
diminimalisir pergerakan tersebut akan berakibat pada rusaknya sendi-sendi bernegara dalam 
bingkai yang sudah lama tertanam dan teraplikasikan,seperti pilar-pilar kebangsaan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal 
Ika. 
Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam akan tetapi tidak lantas menjadikannya 
sebagai negara agama, dengan alasan bahwa yang ikut terlibat dalam perjuangan 
kemerdekaan adalah berkat kerja kolektif antar anak bangsa yang beragam agama. Di saat 
adanya tokoh agamis yang dimotori oleh Ki Bagus Hadikusumo yang menginisiasi negara 
Indonesiaberlebelkan Islam sekaligus menganjurkan supaya Indonesia didirikan negara 
Islam.Sebaliknya tokoh nasionalis seperti Moh. Hatta tidak sependapat dengan usulan 
itu,bahkan ia menginginkan persatuan nasional dengan memisahakan urusan agama dengan 
kepentingan negara. Perdebatan ini cukup rumit dan panjang yang berujung pada 
pembentukan panitia kecil di bawah BPUPKI yang kemudian menghasilkan kompromi pada 
tahun 1945 tanggal 22 juni dalam bentuk Piagam Jakarta yang menyepakati pancasila sebagai 
dasar negara. Sebagai dasar negara, pancasila ditegaskan bukanlah agama dan tidak ada satu 
agama pun yang berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan pancasila. Ini 
bukan berarti agama harus disingkirkan atau tidak boleh ikut campur sama sekali dalam 
urusan negara, karena nyatanya pada tiap butir saktinya merupakan kumpulan value dan 
vision. 
Pancasila dijadikan sebagai ideologi pemersatu bangsa walaupun sempat direvisi 
dengan menyalin redaksi kata yang menonjolkan satu agama dari agama yang lain untuk 
menghindari sesuatu ahistoris yang dapat mengancam jati diri bangsa, sekaligus menjaga 
perasaan antar agama yang secara historis sosiologis semua agama itu telah memberi saham 
sejarah dalam pembentukan karakter bangsa, dan memberi kontribusi sejarah dalam 
membangun negara ini yang dibuktikan secara empiris dengan adanya Candi Borobudur, 
                                                           
12
Meuleman. J, Dakwah, Competition for Authority, and Development, (Bijdragen Tot De Taa-
Land-En Volkenkunde, 167 (2) (2011), h. 236. 
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Candi Prambanan,Gereja Kathedral, dan Masjid Istiqlal. Maka setelah disahkan, pancasila 
tidak perlu dipertentangkan dengan agama karena keduanya pada dasarnya tidak saling 
bertentangan. Kelima butir pancasila disamping menjamin kebebasan beragama, keputusan 
yang fundametal ini juga merupakan jaminan tidak akan ada diskriminasi agama di negara 
ini, karena mayoritas maupun minoritas tidak memiliki keistimewaan yang khusus untuk 
diberi status legal. Keputusan ini dibuat dengan penuh kesadaran terhadap dampak yang 
ditimbulkan,sebab keputusan tersebut sudah didahului dengan pembicaraan yang intensif 
mengenai apakah Indonesia akan menjadi negara Islam, apakah syariat Islam akan mengikat 
ummat muslim dan sebagainya. 
Kesepatakan tokoh bangsa untuk tidak melebelkan agama pada negara Indonesia pun 
tidak juga serta merta negara ini menjadi sekuler, meski pun organisasi negara ini diadopsi 
dari sistem negara sekuler. Agama bahkan sangat dijunjung tinggi dan menjadi bagian 
terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni menjadi sumber rujukan dalam 
membuat pertimbangan berbentuk peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan 
negara maupun kebijakan pemerintah, bahkan dalam pembentukan etika dan moralitas tidak 
terlepas dari nilai-nilai agama.Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan posisi akhlak dalam masyarakat sangatlah penting. 
Dengan itu secara jelas cita-cita moralitas bangsa terkandung dalam perundang-undangan 
tersebut untuk diwujudkan.Lebih jelas dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu 
tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
mulia.  
Amanat undang-undang di atas menjadi isyarat yang jelas bagi semua warga Indonesia, terlebih 
yang memegang jabatan publik untuk memposisikan akhlak sebagai yang utama dan 
mencerminkannya sebagai watak kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis dan nasionalis. 
Semua agama yang diformalkan pasti mengajarkan akhlak sebagai misi utamanya. Dalam Islam 
misalnya terdapat sebuah hadis Nabi yang melegitimasi dirinya sebagai utusan yang akan 
menyempurnakan akhak yang mulia. 
Meskipun Indonesia secara gamblang melakukan modernisasi dan sekularisasi politik 
secara bersamaan dengan proses globalisasi, namun sangat berbeda dengan apa yang 
diartikan oleh Peter L. Berger yang di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan 
budaya dilepaskan dari simbol-simbol keagamaan.
13
 Sebagaimana yang telah lama diterapkan 
                                                           
13
Teori Peter ini muncul pada akhir dasawarsa 1960-an yang kemudian pada akhir dasawarsa 
1990-anmerevisi teorinya sendiri dengan menolak teori secularization dan sebaliknya mengemukakan 
teori Desecularization of the World. Hanya saja perlu dibedakan desukalirasi dalam konteks 
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oleh Amerika dan Perancis yang secara ketat menerapkan sekularisme yang berdampak pada 
terjadinya marjinalisasi agama.
14
Paham ini menurut The Encyclopedia of Religionadalah 
sebuah ideologi yang di mana para pengikutnya secara sadar mengecam segala bentuk 
supernaturalisme yang dikhususkan mendukung prinsip-prinsip yang berkaitan dengan 
agama, dan sangat alergi bila menjadikan agama sebagai falsafah moralitas pribadi dan 
organisasi sosial.
15
 
Definisi di atas bagiAlfred memiliki ruang lingkup yang sangat kecil dalam 
pendefinisiannya, sebab sekularisme memiliki bentuk pemisahan yang bervariasi.
16
Itulah 
kemudian menjadi landasan bagi negara-negaraEropa selain kedua negara tersebut, 
penerapannya tidak terlalu ketat.Begitu pula yang terjadi di Indonesia yang sangat nampak 
keterlibatan agama, atau sebaliknya keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal 
tertentu,seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di 
sekolah, dan pemberian bantuan pada tempat-tempat ibadah. Bahkan sebagaimana dikatakan 
Alfred, kini tidak sedikit negara-negara di dunia secara resmi mengakui agama dalam 
kehidupan bernegara seperti Inggris, Yunani, negara-negara Skandinavia; Norwegia, 
Firlandia, Denmark, dan Swedia yang secara resmi mengakui lembaga gereja(established 
church) dalam kehidupan bernegara. 
Diakui memang sempat ada kekhawatiran tentang pengadopsian sistemsekuler yang 
diterapkan, apalagi ditambah dengan proses modernisasi dan globalisasi di berbagai negara 
yang berakibat pada akan hilangnya eksistensi agama dalam kehidupan bernegara.Akan tetapi 
nyatanya tidak terbukti, justru yang terjadi sebaliknya tingkat kesadaran beragama 
masyarakat secara umum meningkat dari waktu ke waktu.Sarana tempat ibadah mengalami 
peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengutip data Kementerian Agama 
memaparkan statistik jumlah penduduk dan rumah ibadah di Indonesia sebagai berikut: Umat 
Islam 207.176.162, jumlah masjid 239.497; Umat Kristen 16.528.513, jumlah gereja 60.170; 
Umat Katolik 6.907.873, jumlah gereja 11.021; Umat Budha 1.703.254, jumlah vihara 2.354; 
Umat Hindu 4.012.116, jumlah pura 24.837.; Umat Konghucu 117.091, jumlah kelenteng 
                                                                                                                                                                                     
kehidupan sosial dan desekularisasi pada konteks politik. Lihat Peter L. Berger et al., The 
Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, (Washington DC: Ethics and 
Public Policy Center, 1999), h. 1-4. Lihat juga Donald Eugene Smith,Religion and Political 
Development, (Boston: Little Brown and Company, 1970), h. 124. 
14
Gergely Rosta, Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the 
Changing Religiosity of Europe. Dalam http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm.  
15
The Encyclopedia of Religion, Vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company), h. 159. 
16
Alfred Stepan, The World’s Religious Systems and Democracy: Crafting the “Twin 
Tolerations. Dalam https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken /Entw%C3%BCrfe/Project Manager – 
Constitution Process – Governance.EML/, h. 6-7.  
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552.
17
 Begitu juga lembaga pendidikan agama semakin banyak sebagaimana data yang ada di 
Kementerian Agama (Kemenag) RI, jumlah lembaga keagamaan mencapai kurang lebih 
300.270 lembaga.
18
 
Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar di dunia sebagai sarana yang tersedia 
menjadi alat bantu bagi masyarakat Indonesia agarmenjadi hamba yang religius. Hal ini tidak 
terlepas dari karakteristik masing-masing agama yang tidak hanya merupakan sistem 
teologis, juga mendemonstrasikan cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-
norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama Islam misalnya tidak pernah 
membedakan secara total antara hal sakral dan profan.Mayoritas pengikutnya menolak 
pemisahan antara agama dan negaraatau dengan istilah bernegara tidak harus menghilangkan 
orientasi keagamaan, dan sebaliknya beragama tidak mesti menghapus negara dalam 
pergerakan yang bisa membuat pengikutnya apatis terhadap problem bangsa, penegakan 
demokrasi, dan keadilan hak asasi manusia.
19
 
Perhatian pemerintah terhadap agama pun terakomodasi dalam filosofi negara yakni 
sila pertama pancasila yang secara tegas mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan 
warga negara Indonesia sebagai manusia yang percaya pada Tuhan disertai dengan 
memberikan pelayanan untuk melakukan serangkaian ibadah bagi setiap agama yang diakui 
secara resmi oleh negara, seperti Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan 
Konghucu. Adanya pancasila dan pendirian Departemen Agama menunjukkan adanya 
keseriusan atas keterlibatan negara dalam menjaga eksistensi agama. Hal ini terlihat antara 
lain pada pencantuman posisi agama dalam UUD 1945 Bab XA tentang hak asasi manusia 
pasal 28E butir 1 bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta 
berhak kembali. Butir 2 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pada Bab XItentang agamapasal 
29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Posisi agama pada amandemen UUD 
1945 tahun 2002 yakni pasal 31 ayat 3 tentang tujuan pendidikan disebutkan secara eksplisit 
                                                           
17
https://indonesia.go.id/profil/agama 
18
https://jatimtimes.com/baca/131228/20151221/150705/jumlah-lembaga-pendidikan-
keagamaan-di-indonesia-capai-300270 
19
Masykuri Abdillah, Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of 
Democracy 1966-1993, (Hambur: Abera Verlag, 1997), h. 85. 
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kata “keimanan” dan “ketakwaan”, serta pasal 31 ayat 5 tentang pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menyebutkan bahwa menjunjung nilai-nilai agama. 
Demikian pula saat ini terdapat banyak norma-norma agama yang diakomodasi dalam sistem 
hukun Indonesia seperti pengaturan hukum ekonomi Islam dalan UU No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan yang mengakomodasi beroperasinya Bank dengan sistem bagi hasil 
(perbankan syari”ah). 
Namun demikian orientasi pengalaman keagamaan tersebut belum sepenuhnya 
fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, meski secara individual orang-orang sudah ada 
yang merasakan nikmatnya beragama. Hal ini sangat nampak ketika melihat dunia remaja 
yang bertentangan dengan etika-moral dan hukum yang berlaku. Konflik antar agama pun 
masih sering terdengar dengan saling menghujat seakan ingin melegitimasi kelompoknya dan 
mengkfirkan kelompok lain sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan.Persoalan-persoalan 
ini jelas tidak kondusif untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, harmonis dan 
berakhlak dalam bingkai integrasi nasional.  
Itulah akibat dari tidak adanya pembatasan terhadap demokrasi dan ekspresi kebebasan 
yang lebih subtantif sehingga semua kalangan tidak terkontrol dan seenaknya melakukan apa 
saja yang diinginkan sebagai bentuk aplikasi hak asasi manusia. Berbanding terbalik ketika 
pada masa orde baru sangat menekankan terwujudnya stabilitas nasional melalui berbagai 
kebijakan yang berorientasi pada scurity approach dengan menekan semua bentuk ekspresi 
warga negara yang dianggap akan menimbulkan problem SARA. Hal ini dalam tempat dan 
kondisi tertentu sangat cocok untuk meredam lahirnya ancaman yang bisa menggangu 
kesatuan bangsa.  
Memang diakui sebagai bangsa yang besar dengan wilayah yang terbentang dari 
Sabang sampai Merauke dalam bentuk keberagamaan dan keberagaman tidak mudah untuk 
mewujudkan persatuan bangsa, karena masing-masing kelompok memiliki pemikiran dan 
kepentingan bervariasi yang sudah barang tentu dapat menimbulkan gesekan di antara 
mereka. Namun para founding fatherssudah sepakat menjadikan negara ini sebagai Negara 
Kesatuan Republik Indonesiadengan mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa 
yang majemuktetapi tetap satu dalam semboyan“Bhineka Tunggal Ika”. 
Dengan demikian dalam konsep sistem ketatanegaraan yang sudah final maupun 
realitas saat ini,hubungan agama dan negara memiliki persinggungan (intersectional) yang 
tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak sepenuhnya juga terpisah. Dalam arti ada nilai-nilai 
agama yang masuk dalam negara, dan ada pula aspek negara yang membutuhkan legitimasi 
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agama. Oleh karena itu, seringkali ditegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama dan 
bukan juga negara sekuler, tetapi keduanya ada pada satu titik yang menghasilkan tiga 
kedaulatan, yakni kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan. Mengutip 
perkataan menarik dari Gry Hvass Pedersen
20
 dan Melanie Brooks
21
 bahwa agama dan negara 
sama-sama memiliki sifat keterbukaan dan kemampuan dalam mendefinisikan ideologi serta 
mengekspresikan diri dalam konsep nasionalis agamis secara selektif menggunakan identitas 
atau simbol-simbol agama tetentu. 
 
B. SINERGITAS AGAMAWAN DAN TOKOH BANGSA DALAM MERAWAT 
KEBINEKAAN 
Negara Indonesia sudah sepakat dengan adanya tri kerukunan ummat beragama yang 
meliputi kerukunan inter ummat beragama, antar ummat beragama, dan antar ummat 
beragama dengan pemerintah. Ketiga butir kesepakatan negara itu tidak boleh kurang 
mendapat perhatian dan pencerahan yang terus menerus dari para tokoh agama maupun tokoh 
bangsa.Karena kalau tidak, akan mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap 
terjadinya perpecahan yang merugikan persatuan dan kesatuan. 
Di saat bangsa ini kemunculan paham-paham keras yang mengatasnamakan agama 
tertentu dewasa ini, tidak lantas dihadapi dengan pendekatan represif yang dapat 
menimbulkan kegaduhan yang lebih besar, justru yang sangat dibutuhkan adalah kedewasaan 
para tokoh untuk melakukan pendekatan yang ditujukan untuk membangun dan 
mengembangkan sinergitas sesama stakeholder, serta menjalin kemitraan yang intens dengan 
masyarakat.TGB. Zainul Majdi dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa munculnya 
tindakan mainstream agama dan kulturnegara tidak lantas membuat hati dan pikiran menjadi 
geram yang membuat kita menjadi orang yang agresif melegalkan tindakan anarkis,sebab hal 
itu tidak akan berbuah manis yang dapat mendatangkan solusi.Malah sebaliknya akan 
membawa pada jalan buntu yang tidak akan didapatikata kompromi. Itulah maka tugas dari 
tokoh agama dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki harus dapat sebijaksana mungkin 
dalam melihat konteks kejadian yang ada dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan statement 
yang menyudutkan apalagi menyalahkan. Pandangan yang objektif dan jernih dari pemuka 
agama maupun tokoh publik lainnya sangat diperlukan, karena setiap diksi dan redaksi 
                                                           
20
Gry Hvass Pedersen, The Role of Islam in Muslim Higher Education in India: The Case of 
Jamia Millia Islamia in New Delhi. (Source: Review of Middle East Studies , Vol. 50, No. 1 February 
2016, pp. 28-37). Published by: Middle East Studies Association of North America (MESA), h. 15. 
21
Melanie Brooks,Education and Muslim Identity During a Time of TensionInside an 
AmericanIslamic School, 1st Edition (London, 2018), h. 13. 
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katayang diucapkan memiliki kekuatan yang sangat besar bagi para pengikutnya untuk 
dilaksanakan. Salah sedikit saja bisa fatal akibatnya, kerena tindakan pengikut tergantung 
dari intruksi yang diikuti. 
Dengan kondisi Indonesia yang saat ini bisa dikatakan mengalami dilema agama, di 
mana antar anak bangsa saling serang dengan mengatasnamakan agama, bahkan lebih ironi 
dan menyedihkan ketika para kyai saling menjelekkan satu sama lain menjadi iklim buruk 
dan amat berbahaya bagi kehidupan beragama dan berbangsa. Karena sejatinya tokoh agama 
sejak dulu memiliki kapasitas yang sangat penting terintegrasi sepenuhnya dalam merawat 
negara ini. Masykuri Abdillah dalam konteks kemajemukan masyarakat, selainkesadaran 
semua warga masyarakat, para tokoh publik harus lebih sadar akan tanggung jawab yang 
diembannya untuk senantiasa berkontribusi positif sebagai faktor integratif dalam menekan 
lahir dan berkembangnya konflik atas nama agama dalam masyarakat Indonesia.
22
 
Paham dengan jumlah penduduk yang menempati posisi ke 4 di dunia menjadi hal yang 
tak terelakkan jika Indonesia terdapat berbagai paham yang beragam sebagaimana 
beragamnya agama dan cara beragama (ritual ibadah).Misalnya metode dakwah yang 
berbeda, aspirasi politik yang belainan, yang mana masing-masing kelompok memiliki satu 
pemimpin yang cukup didengar dan dihormati segala petuahnya. Masing-masing kelompok 
memiliki aspirasi, permasalahan, dan kebutuhan yang berbeda-beda maka menjadi sangat 
wajar produk yang dihasilkan tidak sama. 
Kondisi ini pada satu sisi membawa dampak positif karena akan menimbulkan ragam 
warna karakteristik yang akan mempercantik dan memperkokoh upaya pembangunan serta 
pelestarian kebudayaan ummat dan negara. Namun di sisi lain juga bisa memperlemah laju 
perkembangan negara bila masing-masing tokoh terlalu dominan dengan gerakannya, tanpa 
ada kesepakatan terhadap yang akan dituju. Sebagaimana ungkapan Franz Magnis Suseno Sj 
bahwa Indonesia pada saat yang bersamaan menjadi contoh yang baik dalam keharmonisan 
warna warni, juga dari yang diidealkan dapat salah arah. Bukan karena periode yang penuh 
ketegangan antar komunitas beragama, tetapi sering terjadinya ketegangan yang dimulai oleh 
para tokoh agama dan elit politik. Dengan demikian akan nampak dari para pemuka agama 
dan tokoh bangsa saling lawan dan merasa besar dengan jumlah dan pengaruhnya, namun 
kenyataannya tidak berdaya karena bergerak sendiri-sendiri yang tidak memiliki kata 
kompromi (tahsabuhum jami’an wa qulubuhum syatta) yang pada akhirnya kita temui adanya 
                                                           
22
Masykuri Abdillah, Hubungan Agama dan NegaradalamKonteks Modernisasi Politikdi Era 
Reformasi, (Jakarta: Artikel ini sudah dimuat dalam Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 
2013).http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667 
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sebuah agama mayoritas di negara yang besar tapi minim prestasi (katsir fil-jumlah qalil fi-
daurah).
23
 
Menyadari hal tersebut, tepatlah kiranya menggaungkan konsep tansiq al-harakah, di 
mana masing-masing tokoh bisa berkoordinasi dalam gerakan yang satu tujuan walau dengan 
beragam jalan yang ditempuh. Yang terpenting adalah sama-sama berupaya membangkitkan 
kesadaran ummat dan mengambil bagian dalam mengemban tugas demi tujuan bersama. 
Konsep ini lebih kepada memberikan kebebasan bagi para tokoh publik untuk menjalankan 
gerakannya yang tetap pada satu tarikan nafas yang sama, yakni membangun koordinasi 
agama dan negara. 
Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya bahwa banyak gerakan keagamaan 
yang dipelopori oleh para tokoh yang mempunyai gerakan yang tidak sama dengan fokus 
masalah yang beragam. Ada yang fokus pada pada masalah pendidikan, masalah politik, 
masalah ekonomi, masalah kebudayaan dan sebagainya.Semuanya itu menurut Ma’ruf Amin 
(Wakil Presiden Republik Indonesia)harus ada titik temu pergerakan yang diambil bersama 
selain tafaqquh fi ad-din, yakni isu-isu yang tidak kalah penting yang dapat mengganggu 
stabilitas keamanan negara seperti: al-aqidah al-fasidah yakni munculnya aliran-aliran baru 
yang menyesatkan ummat;al-afkar al-bathilah yakni menyangkut pemikiran-pemikiran 
menyimpang yang dapat mengotori pemikiran ummat, terutama anak remaja yang sedang 
gencar dan aktif mencari jati dirinya;al-akhlaq as-sayyiah yakni menyangkut perilaku tidak 
terpuji yang diperagakan tidak hanya oleh orang awam, juga dipertontonkan oleh kaum elit 
negara sehingga tidak baik bagi karakter generasi bangsa; dan ad-difa’ wa al-himyah yakni 
perlindungan ummat dari segala yang dapat mengancam jasmani, rohani dan harta benda.
24
 
Kelimaisu di atasnyata sedang marak terjadi di negeri ini, seolah tidak kunjung reda 
dan terlihat selalu eksis-relevan di sepanjang zaman.Karena secara faktual, isu-isu itu sering 
muncul di tengah masyarakat dengan macam kamuflase yang dapat mengelabui sasaran. 
Apalagi ditambah dengan karakter masyarakat kita yang begitu cepat menerima hal-hal baru, 
apakah karena didasari oleh sifat keramahannya atau ketidaktahuannya,sehingga tidak terlalu 
signifikan untuk memfilter hal tersebut untuk diterima. Maka tidak berlebihan Ibnu Amir 
mengatakan apapun yang jatuh di Indonesia pasti ada pemungutnya. Dalam artian apapun 
bentuk ajaran yang baru dikenal pasti ada saja orang yang tertarik terhadap paham tersebut 
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Alef Theria Wasim, dkk, Harmoni Kehidupan Beragama; Promblem, Praktik & Pendidikan, 
(Proceeding Konferensi Regional International Association for the History of Religios, Yogyakarta 
dan Semarang, Indonesia 21 September-03 Oktober 2004), h. 9. 
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Ma’ruf Amin, Harmoni dalam Keberagaman; Dinamika Relasi Agama dan Negara, 
(Penerbit: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2011),h. 159. 
Syarif, Relasi Agama & Negara: Penguatan Peran Strategis Lembaga Pendidikan 377 
 
 
ISSN 2614-770X  Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 2. Desember 2019. 
dengan tidak melihat serta mempertimbangkan siapa orang yang membawanya. Misalnya 
menyangkut al-qidah al-fasidah, dari zaman baheula sampai baru-baru ini dilansir 
olehOkenews tanggal 4 Desember 2019 ada orang yang mengaku diri menjadi Nabi di Tana 
Toraja Sulawesi Selatan oleh seorang pria bernama Paruru Daeng Tau yang berhasil 
menyebarkan ajaran sesatnya pada delapan kepala keluarga berjumlah 50 orang yang 
diiming-imingi tiket masuk surga dengan harga murah meriah.
25
 Sangat ironi dan 
menyedihkan di saat era yang sangat maju dengan tingkat pengetahuan yang secara umum 
dapat dirasakan oleh semua kalangan, masih saja bisa ditipu dan dicuci otaknya. 
Jika merujuk pada panduan sebuah aliran yang dikatakan sesat oleh MUI, ada 10 poin 
yang dimana satu poin saja dilanggar maka sudah dianggap sesat, yakni sebagai berikut: 
Mengingkari rukun iman, meyakini akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, 
meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an, mengingkari autentisitas isi al-Qur’an, 
menafsirkan al-Qur’an sembarangan, mengingkari kedudukan Hadis, menghina Nabi dan 
Rasul, mengingkari kenabian Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, mengubah, 
menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah, dan mengkafirkan sesama muslim tanpa 
dalil syar’i. Kriteria-kriteria itu dijadikan pedoman oleh negara sebagai penegakan hukum 
untuk mengadili siapa saja yang berhak dilarang,begitu pula bagi masyarakat luas dapat 
dijadikan pedoman dalam menghadapi ajakan atau berbagai aliran agar tidak terjerumus. 
Kemudian menyangkut masalah al-akhlaq as-sayyiah, yang mana para muda mudi 
harapan bangsa lebih tertarik meniru kehidupan ala Barat daripada mengakui karakter bangsa 
sendiri yang lebih beradab. Nampak nyata dihadapan mata semakin merajalelanya gaya hidup 
bebas, pornografi, porno aksi serta tidak terbendungnya peredaran narkoba yang semakin hari 
mengerikan di tengah ummat yang seakan tiada habisnya untuk diedarkan, yang seolah 
menjadi bahan pokok penyedap rasa bagi kehidupan modern saat ini. Hampir di semua media 
tidak pernah habis menyiarkan berapa banyak sudah pelaku narkoba yang ditangkap dan 
dijatuhi hukuman mati, akan tetapi sepertinya tidak ada efek jera bagi pelaku yang lain untuk 
melakukan hal serupa sehingga mereka masih nekat dan nyaman dengan perilaku 
menyimpang yang merusak masa depan diri sebagi generasi emas harapan bangsa. 
Selanjutnyamasalah al-afkar al-bathilah juga mesti diperhatikan oleh para tokoh 
terhadap berbagai serangan pemikiran yang boleh jadi lebih berbahaya daripada serangan 
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https://news.okezone.com/read/2019/12/04/609/2137689/puluhan-pengikut-nabi-palsu-di-toraja-
diinsyafkan 
Syarif, Relasi Agama & Negara: Penguatan Peran Strategis Lembaga Pendidikan 378 
 
 
ISSN 2614-770X  Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 2. Desember 2019. 
fisik, karena serangan pikiran umumnya tidak terlalu mencolok dirasakan langsung oleh 
orang yang diserang. Sifat gerakannya yang lembut dapat menghipnotis orang secara telak 
karena langsung menyisir bangunan epistimologis yang berdampak pada munculnya keragu-
raguan terhadap apa yang dipahami sebelumnya. Serangan pemikiran ini setidaknya 
mengarah pada tiga model distorsi yakni:1) Distorsi radikalisme yang dalam kesempatan 
telah badanyak menimbulkan sikap esktrem seperti aksi teror dengan menggunakan simbol 
agama yang pada kenyataannyatidak hanya memberi stigma negatif terhadap agama, namun 
berdampak pula pada kondisi keamanan sebuah negara. 2) Distorsi tekstualisme berdampak 
pada sikap kaku dan rigid terhadap ajaran teks agama sehingga menimbulkan sikap 
intoleransi terhadap kelompok yang berlainan. Pemahaman ajaran agama yang secara harfiah 
ditengarai sebagai sebab utama dalam segala pergerakan yang dijalankan (manthuq an-nash) 
tanpa perlu memperhatikan nilai secara lebih substansial (mafhum an-nash). Tentu ini sangat 
bahaya jika dilihat banyaknya teks dalam kitab suci yang secara harfiah sangat vulgar 
diterjemahkan yang tergambar sepertimelegalkan sikap dehumanism.Misalnya ketika 
menerjemahkan surat at-Taubah ayat 29 yang secara tekstual memotivasi permusuhan: 
“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah”. Ayat ini jika dipahami secara 
zohir berdampak buruk terhadap masa depan kerukunan ummat beragama. Jika dipahami 
secara Letterlijk maka kelompok ini akan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan 
sehingga akan nampak pada mereka sikap memberontak terhadap negara di mana berada, 
sebab ketidaksesuaian dan ketidaknyamanan.Maka dengan sangat terpaksa mereka mencari 
cara agar hukum yang diyakini terelasiasi. Oleh karenanya, sangat perlu interpretasi secara 
universal dalam memahami setiap ayat sebagai cara menghindari munculnya pemikiran 
ekskulisivisme teologis, juga tidak kalah penting menyandingkan ayat yang satu dengan ayat 
yang lain.Misalnya menyandingkan surat at-Taubah ayat 29 dengan surat at-Taubah ayat 6 
yang berisi ajaran menciptakan kerukunan antar ummat beragama, mengajurkan toleransi dan 
saling tolong menolong.3) Distorsi liberalisme adalah lawan dari tekstualisme yang kaku 
menafsirkan nas, akan tetapi keluar dari aturan yang ada, yakni penafsiran teks secara bebas 
tanpa batas, sehingga semua orang memiliki kapasitas untuk menafsirkan nas menurut paham 
kadar ilmunya dan kepentingannya masing masing. Ini tentu tidak kalah berbahaya jika 
dilihat dari perangkat metodologis dalam melakukan penafsiran dan penetapan sebuah 
hukum, karena bisa menerjang makna dalam nas dan berkehendak sesuai nafsunya. Banyak 
dikalangan mereka yang sudah keterlaluanmenyederhanakan nas dengan maslahat yang akan 
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didapat.Jika nas bertentangan dengan kemaslahatan ummat, maka nash mesti dirubah lalu 
maslahat dimenangkan. 
Dengan alasan itulah liberalisme seperti pengertian tersebut oleh MUI ditetapkan 
sebagai fatwa haram untuk diikuti. Sebab kondisi tersebut secara nyata akan dapat merusak 
sendi-sendi agama yang berpengaruh besar terhadap mandeknya cita-cita negara yang 
menginginkan generasi emas yang mampu menjadi penyambung lidah bangsa dalam 
meneruskan estapet perjuangan. Ketiga distorsi di atas tiada lain tujuannya adalah untuk 
merobohkan pilar-pilarepistimologis agama dan ideologi bangsa dengan menggunakan frasa 
dan argumen yang disimpangkan. Karenanya menjadi sangat penting bagi seluruh komponen 
masyarakat, terlebih para tokoh agama dan tokoh bangsa untuk lebih memperhatikan ini, 
daripada memikirkan kepentingan pribadi dan golongan yang bersifat primordialistik yang 
tidak mempunyai pengaruh secara menyeluruh dapat dirasakan oleh para penduduk negeri.  
Penangkalan dan perlindungan menjadi agenda serius untuk sekarang ini, karena ujian 
yang dihadapi lebih serius bawaan dari arus globalisasi yang begitu cepat mempengaruhi 
budaya antar suku dan daerah. Yang paling dirugikan oleh arus ini tentu adalah negara-negara 
berkembang seperti Indonesia yang tidak akan pernah bisaterhindar dari terjangan masuknya 
budaya dari negara-negara maju. Akan menjadi suatu kesenangan bila yang diadopsi 
merupakan budaya positif seperti etos kerja dan tingkat kedisiplinan.Akan tetapi fakta di 
lapangan menunjukkan sebaliknya, berupaya penyerapan budaya verbalistik seperti 
konsumerisme dan hedonisme yang bedampak buruk para relativisme moral. 
Dapat dipastikan sekarang ini, inti perjuangan negeri ada pada para tokoh agama dan 
tokoh bangsa agar tidak hanya berkutat pada ranah yang kecil, namun mampu menggarap isu-
isu pemberdayaan bangsa baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya 
secara serius.Supaya anak negeri mampu menjadi subjek pembangunan di tanah sendiri, 
bukan malah hanya bisa jadi penonton yang cuma bisa berpangku tangan pada kekuatan 
negara lain.Sejenak cobak kita mundur sedikit ke belakang melihat bagaimanakehidupan 
perjuangan para tokoh agama pada zaman dahulu, seperti yang dijelaskan secara rinci oleh 
Abdul Karim,di mana tidak satu tokoh agama pun yang semua pikiran dan gerakannya 
terlepas dari pengerahan untuk mencapai kemerdekaan, mewujudkan persatuan dan 
mempertahankan eksistensi bangsa.
26
 
Dimensi masa lalu ini cukup memberikan pengalaman berharga, di mana semua 
prestasi yang ditorehkan pada masa itu memberikan kristal ideologi untukberusaha 
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dalam Perjuangan Kemerdekaan RI, (Yogyakarta:Sumbangsih Press, 2005), h. 81. 
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membentuk falsafah hidup yang penuh dengan nilai-nilai tinggi yang sesuai dengan fitrah 
kebangsaan dengan dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Apabila 
direnungkan secara mendalam semua hasil pemikiran para filosof dan cendekiawan tempo 
dulu, maka akan didapati banyak nilai dari yang paling tinggi terkaitteologi yang mencakup 
pondasi utama yang sangat dibutuhkandalam tatanan kehidupan. Selain itu, ulama dulu 
menjadikan politik sebagai ladang dakwah dimana ajaran-ajaran agama dapat disalurkan pada 
perumusan prinsip atau program-program politik pemerintahan yang tidak berlandaskan 
rong-rongan emosi dan interes, melainkan dengan hasil musyawarah yang berpegang pada 
pendapat yang paling maslahat, bukan berpegang pada suara terbanyak. 
Bidang sosial budaya juga digeluti oleh para ulama terdahulu dengan berusaha 
mensejajarkan derajat manusia dan persamaan asal dalam ikatan tata kemasyarakatan 
Indonesia yang bervariasi. Eksistensi perjuangannya tanpak jelas pada sila ke-lima yang 
mengandung arti keseimbangan untuk mewujudkan tata kemasyarakatan dan keseimbangan 
dalam pengembangan budaya yang aman, tenteram, makmur dan sejahtera lahir-batin dalam 
batas-batas yang tidak bertentangan dengan syara’, yaitu menghormati harkat manusia, 
menghormati jiwa, menghormati akal, menghormati harta benda, dan menghormati agama. 
Sebagimana yang ditempuh oleh Imam Al-Syatibi dalam al-muafaqat, istilah maqasid al-
shar’iyyah al-islmaiyah oleh Allal al-Fasi.
27
Berkat perjuangan para ulama itulah Indonesia 
terkenal dengan keseimbangan sosial budaya kemasyarakatan yang tidak menjurus pada 
masyarakat elit, juga tidak menjurus pada masyarakat jembel. Suatu arti yang memungkinkan 
terpeliharanya nilai-nilai kemanusiaan bagi setiap pribadi yang hakikatnya mempunyai nilai 
yang berarti.Begitu juga pada bidang ekonomi, para ulama tidak kurang semangat berjuang 
membina ekonomi ummat secara seimbang. Apabila Sarekat Islam terbetuk tiada lain 
tujuannya adalah melawan pemerintah Belanda yang secara paksa membeli hasil bumi 
masyarakat dengan harga sangat murah yang berdampak pada kerugian besar bagi penduduk 
pribumi sehingga keadaannya tidak lebih dari hanya sebagai kuli-kuli kasar di tanahnya 
sendiri. 
Dari itu maka, saat ini para tokoh agama sudah bukan zamannnya lagi menghabiskan 
waktu dan tenaganya hanya untuk mempertentangkan agama dengan negara, karena 
pembahasan itu sudah kuno yang sudah mendapati kata final dengan menjadikan agama 
sebagai sub ideologi bangsa yang lebih realistis dan moderat dalam menjaga kondusifitas 
bagi terwujudnya integrasi bangsa yang majemuk. Sehingga hasil akhir ini sekaligus sebagai 
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penengah dari dua orientasi yang berbeda antarakelompok yang terlalu idealis menjadikan 
agama sebagai ideologi negara, dengan kelompok yang menginginkan agama sebagai sumber 
etik-moral (religio-etic) yang terlalu nasionalis sehingga tidak cukup akomodatif terhadap 
aspirasi ummat agama tertentu dalam melaksanakan ajarannya. 
Tarmizi Taher memastikan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada 
keharmonisan hubugan antar ummat beragama, artinya kegagalan dalam menafsirkan agama 
dan negara dalam merealisasikan agenda kebinekaan akan mengantarkan pada trauma 
terpecah belahnya negaraIndonesia. Sudah pasti inti dari persoalan itu ada di tangan para 
tokoh agama maupun tokoh bangsa dalam menumpahruahkan ajaran agama sebagai 
legitimasi. Jika baik cara mendefinisikan ajaran agama, maka saat itulah agama menjadi 
sumber kasih dan akan berjasa menjadikan manusia mengerti arti dan tujuan 
hidupnya.Sebaliknya bila salah menafsirkan ajaran agama,maka saat itulah agama menjadi 
alat untuk membasmi komunitas manusia lain dengan mengatasnamakan Tuhan.Artinya 
agama telah menjadi komuditas konflik dalam tubuh sebuah bangsa, dan akan terus dikenang 
dalam sejarah peradaban manusia sebagai ajaran pemecah yang ingkar terhadap janjinya 
untuk menggembirakan pada dua dimensi, yakni keselamatan di hari akhirat dan menciptakan 
perubahan sosial ke arah yang lebih egaliter.
28
 
Menjadi catatan penting ungkapan Komaruddin Hidayat terkait hubungan intim tokoh 
agama dan tokoh bangsa dalam merawat kebinekaan ini agar masing-masing dapat 
melakukan peran sesuai kapasitasnya,serta tetap konsisten pada bidang itu dalam rangka 
menjaga relasi positif. Tokoh agama sepanjang apa yang diyakini benar untuk dijalankan oleh 
pemerintah, maka sikapnya harus tegas, tidak boleh disembunyikan atau disamarkan untuk 
disampakan secara lugas dan kritis. Menjadi tercela jika tokoh agama lemah daya kritik dan 
tidak vokal disebabkanoleh satu dan lain hal, semisal ada uang tambal atau tawaran kursi 
birokrasi.Begitu juga dengan tokoh bangsa harus berlapang dada menerima setiap masukan 
dan kritikan dari para ulama tanpa memilih mana yang harus didengar dan tidak. Sayangnya 
hal inilah yang mencolok pada sikap aparatur pemerintah saat ini yang seringkali hanya 
mendengarkan sebatas pada yang amar ma’ruf saja seperti nasihat pada kebaikan, akan tetapi 
menutup telinga bila memasuki gerakan nahi munkarterkait kritik sosial.
29
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Untuk itu maka, sekarang ini etos dan tema kritik sosial oleh para ulama harus lebih 
digelorakan lagi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para tokoh pada awal kebangkitan 
agama maupun kemerdekaan negara dulu, agar agama di dalam suatu negara tidak hanya 
sekedar sebagai penyejuk kalbu, akan tetapi sebagai manifes sebuah realitas sosial yang 
menjadi penengah dalam menjembatani konflik yang berpotensi meletuskan kerusuhan sosial 
yang berpotensi merobohkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 
C. PENGUATAN PERAN STRATEGIS LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM 
RANGKA PROGRAM HARMONISASI-INTEGRASI NASIONAL 
Pada saat ini ada dua kejadian penting yang sering muncul di permukaan yang 
kemungkinan besar akan berlangsung lama jika tidak menemukan tumpu yang tepat untuk 
menyembuhkannya.Pertama adalah gagasan demokratis kepada masyarakat dan budaya 
beragam yang dapat memberikan dampak politis dalam pola kehidupan sosial.Kedua 
adalahmunculnya kembali isu-isu agama dalam kehidupan publik yang sebagian besar terjadi 
pada penganut agama.Seperti fenomena Islam dan status Kewarganegaraan di Prancis, 
Nasionalisme Hindu di India, dan gerakan Islam di berbagai belahan dunia lainnya.Fenomena 
ini secara otomatis telah melemahkan tesis yang mengatakan berakhirnya era agama dan 
etnis. Nyatanya di lapangan menunjukkan agama muncul dengan berbagai tuntutan terhadap 
autentisitas persoalan yang bisa jadi berlawanan dengan upaya-upaya yang menumbuhkan 
kehidupan yang demokratis.
30
 
Dengan prinsip dan paham agama tersebut kemudian sering termanifestasikan dalam 
keyakinan radikal yang sering bertentang dengan sistem yang sedang berjalan di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya memang bagus, mungkin bisa jadi sama dengan 
kelompok moderat dominan di negeri ini, hanya saja cara yang dilakukan oleh kedua 
kelompok ini tidak sama. Kelompok moderat misalnya lebih bersikap evolutif dan gradual, 
sedangkan kelompok radikal ingin mengubah total sistem negara dengan meyakini 
ideologinya mutlak benar, sembari menafikan interpretasi kelompok mayoritas. 
Pemikiran radikal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, namun melalui proses yang 
amat panjang dan bertahap. Seperti dilansir dari New York Police Departemen mengeluarkan 
teori tentang empat tahapan orang bisa menjadi radikal yakni: Tahap pertama: Pra-
radikalisasi, yakni prosesseorang individu atau kelompok yang aktif dalam kegiatan 
kegamaan guna mencari pemahaman agama untuk mengisi kekosongan batinnya, sehingga 
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apapun yang didengar dari penceramah, langsung diserap secara utuh. Dan sebenarnya 
hampir semua orang awam pada posisi iniberpotensi terpengaruh. Tahap kedua: Identifikasi 
diri, yakni proses pengambilan keputusan untuk menekuni suatu paham keagamaan tertentu, 
kemudian mengidentifikasi kepada kelompok tersebut. Tahap ketiga: indoktrinasi,yaitu 
proses pengentalan paham bagi para calon anggota yang sudah bergabung. Pada tahap ini 
para anggota sudah mulai diajarkan sikap ekskulusif sehingga mulai membedakan diri 
dengan kelompok lain yang berdasarkan konstruksi paham yang dibangun. Tahap keempat: 
Jihadisasi, yakni tahap pergerakanberdasarkan ideologi yang dibangun dari indoktrinasi 
dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah membenturkan agama dengan sistem negara 
yang menjadi suatu sebab untuk melegalkan tindakan ekstremisme seperti pemberontakan 
atau aksi terorisme. 
Pemikiran radikal ini bisa dalam berbagai bentuk, baik berupa gagasan, radikalisme 
yang dimanifestasikan dalam bentuk vandalisme, radikalisme yang kemudian termasifestasi 
pada aksi terorisme. Sasaran utama paham ini adalah menyisir lembaga-lembaga pendidikan 
terlebih lembaga formal yang dipenuhi oleh para kawula muda yang sedang mencari jati 
diri.Sampai saat ini tidak sedikit lembaga pendidikan terpapar paham radikal, sebabgerakan 
yang digunakan cukup halus sehingga sulit tercium oleh khalayak.Mereka lihai membungkus 
ajarannya dengan forum-forum ilmiah kemudian ditindak lanjuti dengan demonstrasi yang 
berkaitan dengan kerangka ideologis.Formulasi yang dimainkan dengan memilih jaringan-
jaringan pendidikan Islam menengah terbatas sebagai jembatan diseminasi 
gagasan,dilanjutkan dengan rekrutmen, kemudian terjalin persahabatan dengan rasa 
kekeluargaan sebagai lanjutan dari hubungan yang berasal dari kesamaan almamater 
pendidikan. 
Dari itu cara yang mesti diperhatikan oleh lembaga pendidikan saat ini adalah fokus 
pada pengembangan 3 aspek pendidikan meliputi penguatan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Pertama: penguatan kognitif yang mengarah pada dimensi akal. Oleh Mustofa 
Bisri menyebutkan“to kill terrorism, you must kill their ideology and defeat their ide”, artinya 
untuk mengalahkan suatu ideologi,maka mesti diajarkan ideologi lain berlawanan yang 
mampu mematahkan argumen yang mendasari interpretasi mereka. Bahkan argumen yang 
disampaikan harus lebih kuat dari argumen yang mereka bangun sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan koreksi diri, lalu menggunakan argumen kita dalam diskusi mereka. 
Dalam perspektif kognitif ini, para pemangku pendidikan, terlebih guru yang 
bersangkutan memiliki tugas untuk bisa membuat kegiatan yang berorientasi pada pemikiran 
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yang moderat dengan argumen dan fakta agar anak didiknya tidak mudah terpengaruh dengan 
paham luar yang liar.Atau bisa juga sebagai cara membantu mereka untuk dapat terjun di 
lapangan dalam rangka ikut mendomonstrasikan pemikiran-pemikiran inklusif dan 
wasathiyah pada masyarakat yang belum tahu atau yang sudah terpapar.  
Konsep yang diajarkan dalam penguatan kognitif sangatlah penting saat ini, karena 
selain dapat memberikan argumen-argumen tekstual, juga bisa memberikan argumen 
kontekstual yang menjadi penguat posisi interpretasi pamahamandalam tatanan sosial di 
masyarakat. Dilihat pada tataran praktis, pendekatan kognitif dapat dilakukan dengan 
beberapa langkah,misalnya merumuskan kurikulum agamis dan nasionalis yang dapat 
mengonter timbulnya paham-paham yang berlainan dari dominan masyarakat; 
Mengendalikan kurikulum dalam praktik pengajaran di sekolah, baik di intra kelas maupun 
ektra kelas.Misalnya dengan melibatkan semua guru untuk ikut terlibat dalam 
menginterpretasikan ajaran agama, mencontohkan kehidupan moderat, menciptakan iklim 
sekolah yang religius dan nasionalis, dan sebagainya. Khusus bagi lembaga pendidikan 
umum yang tidak berbasis agama, maka sangat perlu diagendakan pengajian rutin dengan 
menghadirkan seorang ustaz atau pastor dan semisalnya yang memiliki tingkat akademis 
mumpuni sekaligus berpikiranuniversal untuk memberikan siraman kalbu pada peserta didik 
agar pikiran dan hatinya tidak kering dari nilai-nilai spiritualitas, juga sebagai penangkal dari 
pengaruh doktrin-doktrin keras yang sering dicekoki oleh orang-orang yang merasa maha 
benar.  
Mengutip pendapat Makarim (Menteri Pendidikan), konsep pengajaran saat ini harus 
dikemas lebih modern, yang tidak hanya terpaku pada proses pembelajaran satu arah, tetapi 
banyak arah.Anak didik harus lebih aktif berdialog dengan guru maupun temannya sebagai 
cara untuk mengurangi atau menghilangkan pendekatan pembelajaran yang doktriner dan 
monolog. Pendidik harus bisa membuka diri dengan seluas-luasnya kepada peserta didik 
untuk ditanya, diajak berintraksi supaya pemahaman dan sikap yang dilahirkan olehnya tidak 
sampai mengkultuskan individu dan ketaatan buta atas apa yang dipahami kebenarannya. 
Pendidikan dikatakan baik apabila suasana belajar mengajar dilaksanakansecara 
terbuka, sehingga anak didik bebas berekspresi, mengeksplor potensi yang dimiliki, serta 
pembelajaran dapat menunjukkan pada proses belajar yang menempatakan peserta didik 
sebagai centered stage performance, yakni pembelajaran yang menekankan keaktifan 
bertanya dan mengemukakan pendadapat. Karena sesungguhnya pengembangan 
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pembelajaran siswa aktif merupakan konsekuensi logis dari pengajaran yang harusnya terjadi, 
dan merupakan tuntutan logis dari hakikat mengajar.
31
 
Kedua: Penguatan afeksiyang mengarah pada dimensi rasa, merupakan suatu konsep 
yang disebut winning heart dan mind. Ada tiga strategi yang ditawarkan oleh Sri Yunanto 
pada dimensi ini, yakni sosial,psikologi, dan ekonomi.Pada bidang sosial, anak harus diajari 
cara bergaul yang baik dengan tidak menganggap tinggi diri sendiri atau kelompok sendiri, 
dan sebaliknya memandang rendah orang atau kelompok lain. Pola komunikasi menjadi 
pokok dasar yang mesti dijarkan agar terbangunpola interaksi yang baik tanpa menyinggung 
perasaan orang yang diajak berbicara. Hal ini bisa langsung dipraktikkan mulai dari 
lingkungan sekolah dengan saling memahami karakter masing-masing agar bisa hidup dan 
bergaul dalam suatu lingkungan yang dapat menimbulkan kesan bahwa tidak ada kelompok 
yang buruk dan kelompok yang benar.Dalamarti kata masing-masing orang memiliki 
pemikiran yang tidak mungkin bisa disatukan, akan tetapi bisa selaras dalam kemaslahatan 
sosial yang disepakati bersama. Kelanjutan dari kegiatan sosial ini sangat penting buat 
mereka di kala sudah terjun di masyarakat danmenjadi bagian dari komunitas tertentu yang 
lebih luas dan lebih kompleks permasalahan yang akan didapati.Pondasi dasar yang dibangun 
oleh lembaga pendidikan sokolah setidaknya dapat membantu mereka untuk bisa bertahan 
dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang multiwarna.  
Pada bidang psikologi, anak didik mesti dibantu untuk saling mencintai tanpa harus 
melukai kerena perbedaan persepsi. Kebencian dan traumatik dalam kegagalan misalnya, 
harus bisa diatasi dengan bijak agar tidak memunculkan aksi yang dapat melukai diri sendiri 
atau pun orang lain. Adapun pada bidangekonomi, sekolah harus dapat memfasilitasi anak 
didik dengan memberdayakan mereka dalam kewirausahaan maupun memberikan 
keterampilan agar mereka di saat sudah tamat sekolah mampu berinovasi sendiri. Dalam 
kehidupan nyata, faktor ekonomi dalam banyak kasus kejahatan merupakan faktor yang 
paling utama yang menyebabkan hal itu terjadi. Misalnya tidak sedikit dari kelompok 
ekstremis ini didominasi oleh kalangan menengah kebawah ekonominya, dengan alasan 
bahwa mereka jenuh dengan kondisi menganggur sehingga terdorong masuk pada suatu 
kelompok tertentudengan maksud untuk mengubah kehidupan.  
Ketiga: Penguatan motorik yang mengarah pada dimensi tindakan, di mana anak didik 
selain diberi bekal untuk kehidupan yang lebih manusiawi, juga diberi wawasan untuk jeli 
menganalisis paham-paham lain yang berpotensi melahirkan konflik dalam kehidupan 
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M. Zainul Hasani Syarif, Pengembangan Pembelajaran Sisiwa Aktif dalam Interaksi Edukatif, 
(Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2019), h. V. 
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sosial.Sehingga secara otomatis-simbolik mereka memiliki daya pikir untukmengutuk semua 
aksi-aksi menyimpang dan sekaligus menjadi vionir dalam menjaga inklusifitasbangsa 
dengan membaur melakukan interaksi sosial kemasyarakatakan . 
Ketiga aspek pendidikan yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan 
formal, juga harus diikuti oleh pendidikan informal yakni peran keluarga sebagai pranata 
dasar dalam ruang lingkup terkecil yang sangat berperan dalam pendidikan anak. Orang tua 
sebagai madrasatul ula harus membiasakan diri berdialog dengan anak sembari menanyakan 
perkembangan pendidikannya di sekolah, mengecek sekaligus mendeteksi ajaran ataupun 
paham yang diterima di sekolah agar jelas hitam dan putihnya.Thomas Lickona 
mengingatkan bagi orang tua hendaknya memiliki waktu yang cukup kepada anak, sebab 
kalau tidak akan berdampak pada timbulnya kesenjangan emosional yang berdampak pada 
kelemahan anak dalam menghadapi tekanan luar yang menyerangnya. Bisa saja anak kuat di 
saat berada pada lingkungan sekolah berbekal materi yang diperoleh, namun tidak berarti 
apa-apa jika tidak mendapat dukungan dari orang tua.
32
 Ini artinya kualitas anak harus 
mendapat topangan dari keluarga untuk mendapatkan penjelasan, atau bisa juga sebagai 
tambahan asupan pendidikan sosial, nilai spiritual, pengetahuan umum, keterampilan, dan 
lain-lain yang nantinya sangat dibutuhkan dalam meniti kehidupan.  
Zainul Syarif merinci proses yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anak-
anaknya agar terhindar dari kehidupan yang menyimpang yakni:Menanamkan keimanan 
sejak dini dengan memperkenalkanTuhan serta ajaran-ajaran agama yang 
dianutnya;Penjagaan yang intens terutama ketika berada di luar rumah.Jangan sampai 
terbalik, ketat di dalam rumah, longgar di luar rumah sehingga anak tidak merasa terawasi 
dan bebas melakukan apa saja yang diinginkan;Menciptakan suasana harmonis agar anak 
mendapatkan contoh yang baik dari keluarganyasecara langsung. Keharmonisan yang terjalin 
antar anggota keluarga otomatisakan menciptakan suasana damai penuh kasih 
sayangsehingga rumah serasa surga“TUVW TUXY” bagi anak sehingga dengan begitu, anakakan 
betah tinggal di rumah tanpa terpengaruh mencari hiburan yang menenangkandi luar sana 
seperti pergi ke diskotik dan tempat hiburan lainnya;Menjalin interaksi yang santun dan 
lemah lembutsupaya watak dan kepribadian anak mencerminkan kelembutan sebagaimana 
yang terekam dalam memori terkait irama kelembutan yang didengar dan disaksikan setiap 
saat; Komunikasi yang baik tidak hanya sebatas oral, tetapi bisa juga dimaknai rangkulan 
yang dapat menyejukkan hati dan pikiran anak. 
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Thomas Lickona, Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and 
Responsibility, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 48. 
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Sadar dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak bisa dibentuk dalam jangka 
waktu singkat dan dibatasi oleh dinding tembok sekolah dan tembok rumah, maka selain 
otoritas sekolah dan peran orang tua, lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam 
rangka pengoptimalan perkembangan intelektual diri anak dalam mendapatkan 
pendidikan.Dengan begitu maka perannya tidak kalah besar dan penting untuk selalu 
mencerminkan moral etis.Disadari atau tidak, adanya peran lembaga pendidikan masyarakat 
dapat membantu membentuk kualitas intelektual menjadilebih baik, karena keterlibatan 
lingkungan selain memiliki kemampuan untuk membantu etos keilmuan juga membantu etos 
kerja.  
Institusi kemasyarakatan adalah salah satu saluran efektif untuk mengintrodusir ide-ide 
baru yang mempunyai orientasi ke depan yang sanggung menjangkau horizon pemikiran 
yang lebih terbuka.Dapat dipastikan, bagaimanapun suksesnya sekolah memberikan teori 
kehidupan, dan hebatnya orang tua memberikan pengalaman hidup, pendidikan tidak akan 
pernah menggapai yang dicita-citakan apabila lingkungan masyarakat bersikap apatis. Untuk 
itu lingkungan masyarakat juga harus mengambil andil sebagai sarana belajar bagi anak agar 
siklus proses pembelajaran dari sekolah, keluarga dan masyarakat bersinergi dan saling 
membantu.  
Ketiga jenis pendidikan yang disahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia 
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab VI jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan bagian ke-satu umum pasal 13 itu saling mempengaruhi dan memiliki hubungan 
timbal balik, fungsional simbiotik dan equal yang erat. Bisa dibilang lingkungan masyarakat 
multifungsi, disebabkan karena 1) Masyarakat bisa menjadi tempat belajar, yakni masyarakat 
bersifat edukatif lengkap dengan sarana dan prasarana serta pola pergaulan positif yang 
menunjang;2) Masyarakat bisa sebagai tempat kontrol sosial, yakni keadaan masyarakat yang 
menjadikan diri sebagai pelindung yang sama-sama berkewajiban dalam menjaga dan 
mencegah segala perbuatan yang datang menggerus hukum positif kehidupan;3) Masyarakat 
bisa sebagai tempat sosialisasi terhadap budaya yang sekiranya wajar untuk diikuti, dan 
budaya yang mesti dijauhi;4) Masyarakat bisa sebagai pelestari budaya; 5) Masyarakat bisa 
sebagai seleksi pendidikan; 6) Masyarakat bisa sebagai pendidikan life skill. 
Secara umum ketiga lembaga pendidikan tersebut adalah satu paket yang mampu 
mempertahankan karakter bangsa yang identik dengan budayaTimurnya dan tangguh 
terhadap kebudayaan luar. Senergitas ketiganya akan mampu menjadi pilar kesuksesan bagi 
negara kesatuan Republik Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, juga 
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meningkatkan daya saing dengan bangsa-bangsa di dunia. Apalagi hanya menghadapi 
paham-paham liar semacam radikalisme atau ekstremisme menjadi suatu yang sangat kecil 
jika perannya serius untuk benar-benar mengedukasi rakyat pada persatuan menuju peroses 
kemajuan bangsa. 
Kuat dan lemahnya suatu bangsa tergantung sejauhmana kemajuan pendidikannya. 
Semakin besar pengaruh dan kemajuan pendidikan suatu negara, maka negara itu semakin 
kokoh, dan dipastikan akan sulit untuk diterjang oleh isu-isu panas. Banyak bangsa yang 
sudah membuktikan bahwa dengan bermodalkanpendidikan yang baik dan bermutu, masa 
depan dan martabat bangsa itu ikut terangkat naik.Bahkan negara yang hancur sekalipun bisa 
menjelma menjadi negara bermartabat dan dikagumi oleh dunia bila pendidikannyamampu 
mengedukasi masyarakatnya. Seperti yang telah dibuktikan oleh Jepang yang hancur lebur 
akibat perang dunia ke II bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan kini menjadi salah satu 
penggerak modernisasi peradaban dunia dan mampu menguasai sebagian besar ekonomi 
dunia berkat pendidikannya yang berkualitas. Itu artinya bangsa yang menempatkan agenda 
dan aktivitas pendidikan sebagai prioritas utama, maka stabilitas keamanan negara terjamin, 
bahkan tidak diragukan juga kemampuannya bersaing untuk terus meningkatkan mutu dan 
kualitas jati diri sebagai bangsa yang hebat di hadapan dunia.Oleh karenanya banyak negara 
yang secara langsung presiden atau perdana menterinya terjun langsung untuk mengawal 
jalannya roda pendidikan secara intens sebagai upaya menyelamatkan masa depan rakyat dan 
bangsa. Perlu digaris bawahi bahwa pendidikan yang dimaksud adalah bukan sekedar 
membekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditandai dengan 
selembar ijazah, melainkan sasaran akhir dari kegiatan pendidikan itu sendiri adalah 
pembangunan moral dan peningkatan budaya bangsa.  
Pada konteks Indonesia, maka tidak mustahil akan bisa mencapai posisi Jepang saat ini, 
karena sesungguhnya bangsa ini memiliki warisan dan modal yang jauh lebih kaya dari 
sumber daya alamnya bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh negara-negara lain di 
dunia.
33
Nenek moyang para pendahulu kita sudah banyak menetaskan prestasi yang sangat 
                                                           
33
Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan luas 
5.193.250 km² mencakup satu pertiga daratan dan dua pertiga lautan, juga memiliki pulau-pulau yang 
berjumlah 17.508 bisa menjadi modaluntuk kemajuan bangsa Indonesia. Tidak hanya diukur dengan 
sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi harus juga ditopang dengan kualitas manusianya yang 
mumpuni. Karena kualitas subjek berpengaruh besar terhadap pengelolaan serta pemanfaatan objek.  
Sebagai negara yang kaya dengan topangan-topangan tersebut, maka Indonesia dirasa tidak 
begitu sulit untuk mengejar negara-negara maju lainnya. Apalagi secara histroris Indonesia sudah 
mengalami penjajahan kurang lebih tiga setengah abad yang tentu berdampak pada kekuatan mental. 
Lumrahnya sebagai bangsa yang pernah terjajah cukup lama, sampai dapat merasakan segarnya udara 
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tinggi dalam segala bidang, baik di bidang seni, etika, filosofi, religi dan budaya, serta 
ditunjang oleh salah satu lembaga tertua yang khusus di miliki oleh Indonesia yakni 
pesantren yang sampai saat ini masih eksis.Armai Arief memastikan bahwa di antara 
banyaknya negara yang menggunakan pendidikan tradisional jenis pesantren, hanya negara 
Indonesia yang mampu mempertahankannya hingg saat ini walaupun berada pada persaingan 
yang sangat ketat dengan sistem pendidikan modern.Misalnya jika dibandingkan dengan 
beberapa negara seperti Malaysia, Thailand Bagian Utara, dan Turki tidak kuasa menahan 
genjatan sekolahmodern Barat sehingga berdampak pada tergusur dan lenyapnya lembaga 
pendidikan jenis pesantren oleh ekspansi pendidikan umum yang menawarkan berbagai 
macam kemodernan yang serba canggih.
34
Karakternya yang unik dapat memberi warna lain 
bila dibanding dengan lembaga pendidikan yang ada di Dunia. Selain sebagai wadah 
pengajaran ilmu agama, pesantren juga berfungsi sebagai subkultur yang bisa mengungkap 
segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa.
35
 
Sejak itulah maka bagi Abuddin Nata,pesantren merupakan aset yang menjadi identitas 
bangsa yang memiliki hubungan fungsional simbiotik baik dengan agama maupun negara.
36
 
Pada satu sisi keberadannya diwarnai dengan corak dan dinamika ajaran Islam, dan sisi lain 
kehadirannya sebagai wadah bagi proses transmisi nilai-nilai hukum positif yang mewarnai 
seluruh aspek kehidupan masyarakat baik segi sosial, agama, lingkungan, hukum, dan politik. 
Atas dasar itu maka pesantren memiliki kedekatan emosional yang sangat erat dengan tatanan 
kebangsaan yang mengurus segala kebutuhan pokok penduduk, maupun memberikan 
pencerahan bagi keberlangsungan peradaban manusia di dunia.
37
 
Pesantren dalam kaitannya dengan kondisi negara dan agama yang kini heboh dan kian 
memanas.Setidaknya ada tiga peran penting pesantren dalam menjaga stabilitas keamanan 
negara dan menjaga nilai luhur agama, yakni pertama: Sebagai pusat berlangsungnya 
transmisi ilmu agama Islam. Di saat maraknya terjadi penuduhan aksi kekerasan yang 
dilakukan oleh ummat Islam yang tidak hanya oleh ruang lingkup kecil, tetapi suara dunia 
begitu sinis memandang Islam sebagai agama teroris. Maka menjadi tugas penting bagi dunia 
                                                                                                                                                                                     
kemerdekaan tentu menjadikan Indonesia lebih dewasa dan kaya akan pengalaman, baik dari segi 
mengatasi penjajahan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sampai menyusun 
starategi kemajuan negara.  
34
Mujamil Qomar, Menggagas Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 
5. 
35
Armai Arief, Reformulasi Pendidikan Islam, (Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 41-42. 
36
Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, cet-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68. 
37
Amin Haidari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan 
Kompleksitas Global, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 79. 
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pesantren yang identik dengan ajaran agama dan ciri khasnya mempelajari kitab-kitab kuning 
berupa tulisan kuno ulama Salaf agar seoptimal mungkin menafsirkan isi kandungan 
pemikiran ulama-ulama terdahulu sesuai dengan konteks dunia saat ini. Menguatkan 
keimanan dan menjaga keislaman tidak harus diajarkan dalam pesantren dengan melegalkan 
tindakan-tindakan yang dapat mencoreng citra agama itu sendiri yang mengusung konsep 
rahmatan lil alamin.  
Kedua: Sebagai penjaga tradisi intelektual ulama Salaf. Ini sangat penting untuk 
didemonstrasikan pada masyarakat luas, bagaimana kepribadian para ulama terdahulu dalam 
menyikapi perbedaan sebagai suatu rahmat dan keniscayaan hidup. Walaupun mereka hidup 
pada satu zaman dengan pola pikir yang berbeda atas suatu hukum yang melahirkan suatu 
aliran mazhab, tidak lantas membuat mereka saling menyalahkan dan membenci, apalagi 
sampai mengkafirkan. Kita mungkin perlu belajar untuk meneladani kisah kebijaksanaan 
Imam Hanafi (699-767 M)dan Maliki (711-795) yang memiliki hasil ijtihad berbeda namun 
tidak saling mencela, begitu juga kehebatan Imam Syafi’i (767-820 M) yang berani berbeda 
hasil pemikiran dengan kedua gurunya dengan menghasilkan satu mazhab baru tanpa perlu 
mengganti ajaran mazhab yang lain sebelumnya. Dalam suatu kisah, bahkan Imam Syafi’i 
ketika solat subuh di dekat makam gurunya Imam Hanafi seakan melanggar pemikirannya 
yang menganjurkan membaca qunut, akan tetapi sebagai rasa takzimnya kepada mazhab 
Hanafi yang tidak mensunnahkan qunut, maka ia pun tidak melakukannya.  
Dengan rentetan sejarah di atas yang diamalkan oleh para ulama terdahulu, 
jikadibandingkan dengankondisi saat ini,tentu jauh panggang dari api.Di mana realitasnya 
menunjukkan bahwa dalam satu tubuh Islam saja bisa saling mengkafirkan atas nama 
perbedaan ijtihad, padahal sesuatu yang dipermasalahkan itu tidak lebih hanya sekedar urusan 
tata cara beribadah semata, yang masing-masing kaifiat mempunyai dalil naqli. 
Ketiga: Sebagai reprodukis ulama yang paham nilai-nilai agama sampai ke akarnya. 
Harapan yang sangat besar bagi negara saat ini adalah dengan banyaknya lahir paraDa’i yang 
paham betul dengan ajaran agama sehingga tidak terlalu berlebihan menyalahkan orang yang 
berlainan paham dengannya. Imam Syafi’i dalam perkataannya menyinggung orang-orang 
yang sering menyalahkan sebagaitanda kedangakalan ilmunya. Ucapan ini bisa jadi benar jika 
kita kaitakan dengan konteks saat ini yang mana banyak para ustadz bermunculan di media 
sosial mensyiarkan agama dengan kapasitas ilmu yang amat minim. Bahkan ilmu dasar 
agama seperti ilmu alat semisal nahu, saraf, balagah, mantiqdan lainnya pun mereka tidak 
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paham. Maka pantaslah isi ceramahnya lebih banyak melawak, mencaci, melegitimasi diri 
secara mutlak agar tetap eksis. 
Melihat kondisi bangsa saat ini yang cukup memprihatinkan, maka sudah saatnya 
semua lembaga pendidikan, baik umum dan terlebih pesantren untuk lebih serius mengkader 
generasi bangsa, memperkaya mereka dengan ilmu pengetahuan sebagai senjatadalam 
merespons segala permasalahan bangsa dan berbagai tantangan zaman untuk masa depan 
yang cemerlang. Semua lapisan masyarakat harus selangkah seayun menumbuhkan tradisi 
intelektual untuk membina para generasi muda agar tidak hanya cakap beretorika, namun 
kreatif dan produktif dalam mengaplikasikan apa yang dia punya.Pergerakan tentu sangat 
diharapakan dalam menjagasekaligus menghantarkan bangsa ini menjadi lebih baik. Kalau di 
al-Quran surat ar-Ra’d ayat 11 sudah menyebutkan “Allah tidak akan mengubah nasib suatu 
kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”. Maka dapat 
dipahami bahwa nasib hanya bisa dirubah dengan adanya pergerakan dalam diri mencakup 
semua yang melekat, termasuk yang paling utama adalah pergekaran pola pikir, sebab 
berpikir merupakan salah satu substansi dalam diri manusia. Para filosof terkemuka yang 
hidup Sebelum Masehi seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menjelaskan bahwa kebenaran, 
kebahagiaan, dan kemajuan dapat dirasakan apabila adanya pergerakan aktif antara ruh, jiwa, 
dan raga yang dimiliki.
38
 
 
D. Daftar Pustaka 
Abdillah, Masykuri. Hubungan Agama dan NegaradalamKonteks Modernisasi Politikdi Era 
Reformasi, (Jakarta: Artikel ini sudah dimuat dalam Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 
2013).http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667 
_____.Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-
1993, (Hambur: Abera Verlag, 1997) 
Alef Theria Wasim, dkk, Harmoni Kehidupan Beragama; Promblem, Praktik & Pendidikan, 
(Proceeding Konferensi Regional International Association for the History of Religios, 
Yogyakarta dan Semarang, Indonesia 21 September-03 Oktober 2004). 
Al-Fasi, Allal. Maqasid al-Syar’iyyah al-Islamiyah wa Makarimuha, (Casablanca: Maktabah 
al-Wahdah al-‘Arabiyyah al-Dar al-Ba’idah, tt). 
Amin Haidari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan 
Kompleksitas Global, (Jakarta: IRD Press, 2004). 
Amin, Ma’ruf. Harmoni dalam Keberagaman; Dinamika Relasi Agama dan Negara, 
(Penerbit: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2011) 
                                                           
38
Nurcholish Madjid, Tradisi Islam Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia, 
(Jakarta: PARAMADINA, 2008), h. 29-45. 
Syarif, Relasi Agama & Negara: Penguatan Peran Strategis Lembaga Pendidikan 392 
 
 
ISSN 2614-770X  Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 2. Desember 2019. 
Amiruddin, Herman.Puluhan Pengikut Nabi Palsu di Toraja diinsyafkan,(Jurnalis: Rabu 04 
Desember 2019, 09:03 WIB). (Diaksespada tanggal 19/12/2019, jam 5:45 PM). 
https://news.okezone.com/read/2019/12/04/609/2137689/puluhan-pengikut-nabi-palsu-
di-toraja-diinsyafkan 
Arief, Armai.Reformulasi Pendidikan Islam, (Jakarta: CRSD Press, 2005). 
Azra, Azyumardi. Distinguishing Indonesian Islam Some Lessons To Learn, dalam Jajat 
Burhanduddin and Kees Van Dijk (eds), Islam in Indonesia Contrasting Images and 
Intepretations, (Amsterdam: Icas/Amsterdam University Press, 2013). 
Brooks,Melanie.Education and Muslim Identity During a Time of TensionInside an 
AmericanIslamic School, 1st Edition (London, 2018). 
Dahlan, Moh. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 
Volume 14, Nomor 1, Juni 2014). 
Hefner, Robert W., Civil Islam; Muslims and Democratization in Indonesia, (Princeton, 
University Press, tt). 
Hidayat, Komaruddin. The Wisdom of Life; Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama, 
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008). 
https://indonesia.go.id/profil/agama 
https://jatimtimes.com/baca/131228/20151221/150705/jumlah-lembaga-pendidikan-
keagamaan-di-indonesia-capai-300270 
ILC: Menangis dan Tertawa Kabinet Jokowi Kabinet Indonesia Maju. Tegas Penjelasan 
Menko Polhukam Mahfud MD Soal 'Kafir' dan Sistem Khilafah | ILC (29/10/2019). 
Karim, Abdul. Islam dan Kemerdekaan Indonesia; Membongkar Marjinalisasi Peranan 
Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI, (Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005). 
Lickona, Thomas. Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and 
Responsibility, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 
Madjid, Nurcholish. Tradisi Islam Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia, 
(Jakarta: PARAMADINA, 2008) 
Martin Van Bruinessen, ed, Contemporary Developmet in Indonesia Islam, Explaining the 
Conservative Turn”, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013, pp. 240 + 
xxxiv). 
Meuleman. J, Dakwah, Competition for Authority, and Development, (Bijdragen Tot De Taa-
Land-En Volkenkunde, 167 (2) (2011). 
Muhaimin (ed), Damai di Dunia, Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama, (Jakarta: 
DEPAG RI, 2004). 
Musa,Ali Masykur. Membumikan Islam Nusantara; Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual, 
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014). 
Mustaqim, Abdul. Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an; Sebuah Transformasi Makna 
Jihad, (Jurnal Analisis Vol. XI No. 1, 2011). 
Nata, Abuddin. Sosiologi Pendidikan Islam, cet-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 
Pedersen, Gry Hvass.The Role of Islam in Muslim Higher Education in India: The Case of 
Jamia Millia Islamia in New Delhi. (Source: Review of Middle East Studies , Vol. 50, 
Syarif, Relasi Agama & Negara: Penguatan Peran Strategis Lembaga Pendidikan 393 
 
 
ISSN 2614-770X  Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 2. Desember 2019. 
No. 1 February 2016, pp. 28-37). Published by: Middle East Studies Association of 
North America (MESA). 
Peter L. Berger et al., The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World 
Politics, (Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999). 
Qomar, Mujamil. Menggagas Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 
Robert W. Hefner, ed. Making Modern Muslims the Politics of Islamic Education in 
Southeast Asia, (Honolulu: University Of Hawai Press, 2009, h. 55-98. Lihat juga 
Robert W. Hefner, Public Islam and the Problem of Democratization”, (Sociology of 
Religion 2001: 62:4). 
Rosta, Gergely. Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the 
Changing Religiosity of Europe. Dalam http://www.crvp.org/book/Series07/VII-
26/chapter-14.htm.  
Smith,Donald Eugene.Religion and Political Development, (Boston: Little Brown and 
Company, 1970). 
Stepan, Alfred. The World’s Religious Systems and Democracy: Crafting the “Twin 
Tolerations. Dalam https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken 
/Entw%C3%BCrfe/Project Manager – Constitution Process – Governance.EML/ 
Sukarja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan 
Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: UI-Press, 
1995). 
Syaefullah, Asep. Merukunkan Ummat Beragama; Studi Pemikiran Tarmizi Taher Tentang 
Kerukunan Ummat Beragama, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007). 
Syarif, M. Zainul Hasani. Pengembangan Pembelajaran Sisiwa Aktif dalam Interaksi 
Edukatif, (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2019). 
The Encyclopedia of Religion, Vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company) 
Wahid, Din. Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia, (Studia Islamika Indonesian: 
Journal for Islamic Studies, Volume 21, Number 2, 2014). 
Yunanto, Sri.Islam Moderat Vs Islam Radikal; Dinamika Politik Islam Kontemporer, 
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2018). 
